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India memiliki beberapa wilayah negara bagian salah satu nya ialah
wilayah Kashmir yang saat ini masih di persengketakan oleh beberapa
negara seperti India, Pakistan dan Tiongkok. Sengketa perbatasan
wilayah Kashmir sampai saat ini masih sangat rumit dan belum
mendapatkan keputusan yang cukup memuaskan bagi negara-negara
yang memperebutkan nya. Bermula di tahun 1947 dimana Inggris
meninggalkan wilayah Kashmir kepada India dengan status yang tidak
jelas, dipimpin oleh Maharaja Hindu dengan mayoritas penganut Mus-
lim Terbanyak. Konflik ini sudah menjadi sengketa yang berkepan-
jangan di Asia Selatan yang didasari oleh agama, nasionalisme, dan
kepentingan geopolitik. Faktor-faktor tersebut yang menjadi landasan
terjadinya Konflik India dan Pakistan hingga menyebabkan pepe-
rangan di tahun 1947-1949 ketika Maharaja Kashmir memilih untuk
bergabung dengan India, namun keputusan ini tidak diterima oleh Pa-
kistan yang menganggap bahwa Kashmir seharusnya masuk sebagai
wilayah Pakistan karena masyarakat Kashmir mayoritas beragama Is-
lam, sedangkan India menegaskan bahwa Kashmir sebagai bagian dari
wilayah negara bagiannya yang sah secara hukum.
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1. Pendahuluan

merupakan sebuah wilayah yang dialiri sungai-
sungai besar seperti sungai Indus. Keberadaan

Asia Selatan merupakan salah satu kawasan
yang strategis di benua Asia, terdiri dari delapan
negara: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India,
Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Se-
bagian besar negara di kawasan ini merupakan
bekas jajahan Inggris, termasuk India dan Paki-
stan, yang memperoleh kemerdekaannya pada
tahun 1947. Namun, sejak saat itu, hubungan
keduanya diwarnai oleh konflik berkepanjangan
atas wilayah Kashmir, yang hingga kini belum
terselesaikan (Akbar, 2024). Dengan memiliki
wilayah yang strategis dan nilai geopolitik yang
tinggi, secara geografis wilayah Kashmir

dari sungai ini dapat menunjang pertumbuhan
ekonomi dalam sektor pertanian. Dalam bidang
militer wilayah Kashmir ini sendiri berada di
daerah pegunungan sehingga dapat menjadi
wilayah yang strategis bagi pertahanan suatu
negara, dan juga berbatasan langsung dengan be-
berapa negara seperti Afganistan, China, dan Ti-
bet (Rizki & Mugquita, 2023). Letak geografis ini
membuat India memandang Kashmir sebagai
pintu masuk yang berpotensi memperkuat
pengaruhnya terhadap negara-negara tetangga di
kawasan tersebut karena wilayah Kashmir ini
sendiri merupakan sebuah pintu masuk untuk
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mempengaruhi negara-negara tersebut (Fajrin,
Tamaela, & Siswatiningrum, 2024).

Konflik antara India dan Pakistan atas wila-
yah Kashmir merupakan salah satu konflik
berkepanjangan yang sangat kompleks di Asia
Selatan. Konflik ini bermula dari ketidakjelasan
status Kashmir setelah pembagian India oleh
Inggris pada tahun 1947, di mana mayoritas
penduduk Kashmir beragama Islam, sementara
penguasanya saat itu adalah seorang Hindu yang
memilih bergabung dengan India. Keputusan ini
ditentang oleh Pakistan dan sebagian besar war-
ga Kashmir, memicu ketegangan yang terus ber-
langsung hingga kini. Seiring waktu, konflik ini
berkembang dari sekadar sengketa teritorial
menjadi persoalan identitas politik, agama, dan
nasionalisme. Bagi Pakistan, Kashmir adalah ba-
gian dari komunitas Muslim yang harus disa-
tukan secara historis dan religius, sementara In-
dia memandang Kashmir sebagai bagian integral
dari kedaulatannya. Pada saat yang sama, tuntu-
tan sebagian masyarakat Kashmir untuk merde-
ka semakin memperkeruh konflik ini, yang turut
memperburuk hubungan bilateral India dan Pa-
kistan serta memengaruhi stabilitas kawasan
Asia Selatan (Alhayyan, 2013; Firmanty, 2010).

Problema Kashmir bermula ketika masyara-
kat muslim di India membangun negara sendri
yaitu Pakistan. Persoalan muncul terkait dengan
wilayah Kashmir yang penduduknya bermayori-
tas muslim, tetapi pemimpinnya beragama
Hindu. Tanggal 15 Agustus 1947, Kashmir se-
bagai wilayah dari negara Kepangeran (Indian
Princely States) diberikan pilihan oleh pemerin-
tah kolonial inggris untuk memilih menjadi ba-
gian dari negara India atau pakistan. Hari Singh
sebagi sebagai seorang pemimpin Kashmir ber-
pikir untuk tidak bergabung ke kedua negara ter-
sebut dan ingin menciptakan negara baru. Pada
27 Oktober 1947 Hari Singh menyatakan berga-
bung dengan India tanpa persetujuan penduduk-
nya. Hal ini membuat Pakistan dan penduduk
Kashmir yang beragama Islam tidak menerima
karena keputusan sepihaknya. Keputusan Hari
Singh lah yang akhirnya menempatkan Kashmir
sebagai wilayah sengketa yang tak terselesaikan.

Berawal dari konflik identitas yang terjadi di
masa lalu hingga saat ini, pemerintah India
membuat kebijakan untuk mencabut hak oto-
nomi yang dimiliki Jammu Kashmir pada tahun
2019 yang membuat masyarakat lokal bereaksi

keras dan melakukan protes. Ada beberapa
alasan mengapa india mencabut hak otonomi
terhadap Jammu dan Khasmir yang utama ada-
lah India mengganggap memberikan hak
otonomi terhadap Jammu dan Khasmir akan
menghambat integrasi penuh wilayah tersebut
dalam kesatuan Republik India dan akan men-
ciptakan ketidaksetaraan dan fregmentasi na-
sional (Putri, 2020). Dengan alasan ini India
ingin status Khasmir menjadi sama tanpa hak
khusus seperti negara bagian lain di India yang
lainnya.

Kedua, pemerintah India mengganggap jika
hak otonomi tersebut dimanfaatkan oleh segelitir
dan pihak-pihak yang menginginkan Kashmir
memisahkan diri dengan India. Pencabutan pasal
370 bertujuan untuk menyingkirkan terorisme
dan kelompok separatisme yang selama ini
mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah
tersebut. India berargumen bahwa Pakistan men-
jadikan status khusus tersebut sebagai alat untuk
memprovokasi kelompok anti-India di Kashmir
(Fauzi, Sari, & Rachmat, 2020).

Ketiga, pasal 370 menjadi penghambat per-
tumbuhan ekonomi, investasi, dan infrastruktur
di wilayah tersebut. Dengan menghapus otono-
mi khusus pemerintah berharap seluruh pendu-
duk di India dapat memajukan wilayah Khasmir
dengan membeli properti dan berinvestasi untuk
mempercepat pembangunan, kemajuan wilayah,
dan mensejahterakan masyarakat setempat (Pu-
tri, 2020). Keempat, partai politik India (BJP)
sangat menentang pasal 370, dan sangat men-
dukung pencabutan hak otonomi tersebut, hal ini
pun menjadi langkah nya dalam berpolitik (Ah-
mad, Palupi, & Syofirman Syofian, 2020). De-
ngan menjanjikan pencabutan hak otonomi khu-
sus BJP melihat langkah yang penting ini se-
bagai bentuk untuk memperkuat kedaulatan dan
integritas wilayah india juga bentuk ketegasan
India bahwa Jammu Kashmir berada dibawah
pemerintahan pusat. Namun, kebijakan penca-
butan hak khusus ini menjadi kontroversial bagi
masyarakat Kashmir yang mayoritas Muslim
dan juga Pakistan yang menggangap bahwa In-
dia mencabut hak ini secara ilegal serta mem-
peruncing ketegangan yang sudah terjadi selama
ini. di sisi lain banyak terjadi pelanggaran hak
asasi manusia di wilayah tersebut membuat kon-
flik ini semakin mengundang perhatian ke dunia
internasional (Rosdiana, 2020).
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Situasi yang seperti ini menunjukan bahwa
konflik di Kashmir tidak hanya sekedar perebu-
tan wilayah tetapi ada konflik untuk menuntut
pengakuan identitas dan hak politik masyarakat
setempat. Setelah pencabutan pasal 370, India
memperketat keamanannya untuk meredam
protes, termasuk penahanan tokoh politik lokal,
pembatasan komunikasi, dan pemberlakuan
lockdown yang berdampak pada perekonomian
wilayah tersebut. Keputusan ini menimbulkan
ketidakpuasan dan ketakutan di kalangan
masyarakat Kashmir. Namun, dalam beberapa
tahun terakhir, aktivitas kekerasan dan terorisme
di wilayah tersebut menunjukkan penurunan
(Anwar, 2021).

Wilayah Kashmir memiliki nilai strategis
tinggi, terutama bagi Pakistan, karena aliran
sungai dari wilayah ini menjadi sumber air vital
bagi kehidupan dan kebutuhan irigasi di Paki-
stan. Penguasaan India atas wilayah sumber air
ini membatasi kemampuan Pakistan untuk men-
gontrol aliran air, yang memperburuk ketergan-
tungan negara tersebut pada Kashmir (Arsyada,
2023). Ketergantungan ini juga mempengaruhi
kebijakan Pakistan terkait pengungsi Kashmir,
yang diterima sebagai bagian dari strategi politik
demografi untuk memperkuat klaim atas wila-
yah tersebut dan memperluas pengaruh nasional
di kawasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang ini, timbul per-
tanyaan utama: bagaimana politik identitas aga-
ma mempengaruhi sengketa perbatasan Kashmir
antara India dan Pakistan? Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menganalisis peran politik iden-
titas agama dalam memperkuat klaim kedaulatan
dan mempengaruhi sengketa tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Konflik Kashmir merupakan salah satu
sengketa geopolitik paling kompleks dan berke-
panjangan di Asia Selatan. Sejak kemerdekaan
India dan Pakistan pada tahun 1947, wilayah
Kashmir telah menjadi pusat perebutan yang
melibatkan konflik teritorial, identitas nasional,
agama, dan sejarah kolonial. Konflik ini tidak
hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua
negara, tetapi juga memengaruhi dinamika so-
sial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut.

Menurut Bose (2003), akar konflik Kashmir
dapat ditelusuri dari sejarah panjang pemben-
tukan negara-bangsa India dan Pakistan setelah
pembagian India oleh kolonial Inggris. Perbe-
daan identitas nasional dan agama menjadi pem-
icu utama: Kashmir sebagai wilayah mayoritas
Muslim dikuasai oleh India yang mayoritas
Hindu, memunculkan ketegangan antara nasion-
alisme sekuler India dan aspirasi keagamaan Pa-
kistan. Chatterjee (1993) menambahkan bahwa
kolonialisme dan upaya kedua negara dalam
membentuk identitas nasional turut memperumit
persoalan. Usaha India untuk mengintegrasikan
Kashmir sepenuhnya ke dalam kerangka negara
dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap
identitas lokal masyarakat Kashmir.

Rohmah dan Wulandari (2024) menjelaskan
bahwa konflik ini berakar dari perbedaan budaya
dan agama, yang menyebabkan pembagian wila-
yah Kashmir menjadi dua bagian utama: Paki-
stan atas Kashmir (PoK) dan India atas Kashmir
(IoK). Pemerintahan Dogra yang berkuasa di
Kashmir antara tahun 1846-1947, sebagaimana
dijelaskan oleh Bhat (2019), menjalankan peme-
rintahan yang bersifat tirani dan menindas ma-
yoritas Muslim. Penindasan ini memicu kebang-
kitan kesadaran politik di kalangan Muslim
Kashmir, yang kemudian berkembang menjadi
identitas politik yang kuat.

Dalam konteks evolusi identitas politik,
Chowdhary (2015) menyoroti bahwa sejak tahun
1930-an, identitas etno-nasionalis di Kashmir
mulai terbentuk, sebagai respons terhadap ketid-
akadilan historis, termasuk aneksasi oleh Kekai-
saran Mughal dan dominasi pemerintahan
Dogra. Identitas ini awalnya berfokus pada
kesatuan umat Muslim, namun kemudian ber-
kembang menjadi bentuk yang lebih inklusif,
walaupun unsur agama tetap menjadi elemen
kunci.

Aspek politik identitas ini semakin terlihat
dalam kebijakan-kebijakan India di era modern.
Resen (2024) menyoroti penghapusan Pasal 370
dan 35A oleh pemerintah India sebagai upaya
untuk menghapus otonomi Jammu dan Kashmir.
Langkah ini dianggap sebagai bentuk integrasi
paksa yang didasarkan pada ideologi Hindutva,
yang mengabaikan aspirasi dan identitas Muslim
mayoritas di wilayah tersebut.

Konflik ini juga berdampak besar terhadap
hak asasi manusia dan kehidupan sosial ekonomi
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masyarakat Kashmir. Rizki dan Muquita (2023)
mendokumentasikan  berbagai  pelanggaran
HAM seperti penyiksaan, kekerasan, pemerko-
saan, dan penghilangan paksa, yang umumnya
menargetkan komunitas Muslim. Selain itu,
Rohmah dan Wulandari (2024) mencatat dam-
pak jangka panjang berupa trauma kolektif,
migrasi massal, dan terhambatnya pembangunan
ekonomi.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini
menunjukkan bahwa konflik Kashmir bukan
sekadar konflik teritorial, melainkan hasil dari
interaksi kompleks antara sejarah kolonial, na-
sionalisme, identitas agama, dan kepentingan
geopolitik. Identitas politik Muslim di Kashmir,
yang berkembang selama pemerintahan Dogra
dan terus berkembang hingga kini, merupakan
komponen penting dalam dinamika konflik ini.
Pemahaman yang mendalam terhadap politik
identitas menjadi krusial untuk merumuskan so-
lusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua
pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut
bagaimana perspektif politik identitas melihat
peran agama dan nasionalisme memengaruhi
konflik Kashmir yang masih berlanjut hingga
saat ini.

3. Landasan Teori

Untuk memahami sengketa wilayah Kashmir
secara komprehensif, tulisan ini menggunakan
pendekatan Teori Politik Identitas sebagai teori
utama dan dua kerangka teori pendukung yaitu
Teori Protracted Social Conflict (PSC) yang
dikembangkan oleh Edward Azar (1990), serta
Teori Relative Deprivation oleh Ted Robert
Gurr (1970), yang dalam perkembangan
lanjutannya menekankan aspek non-material
seperti pengakuan identitas dan status sosial ke-
lompok minoritas (Gurr, 1993).

A. Teori Politik Identitas

Teori Politik Identitas berfokus pada
bagaimana identitas kolektif, seperti etnis,
agama, atau budaya, dimobilisasi untuk mem-
perjuangkan kepentingan politik dan sosial ke-
lompok tertentu (Klandermans, 2014). Teori ini
berasal dari konsep Social Identity Theory oleh

Tajfel dan Turner (1979), yang menjelaskan
bahwa individu mengembangkan rasa solidaritas
dan loyalitas terhadap kelompok mereka melalui
perbandingan sosial dengan kelompok lain, teru-
tama ketika kelompok mereka merasa terancam
atau terdiskriminasi. Dalam isu Kashmir, politik
identitas terlihat dalam mobilisasi masyarakat
Muslim Kashmir yang merespons penolakan ter-
hadap identitas etno-religius mereka oleh ke-
bijakan negara yang dianggap diskriminatif.
Politik identitas dalam konflik Kashmir mem-
perkuat narasi "kami versus mereka" antara
masyarakat Muslim Kashmir dan pemerintah In-
dia, yang sering kali dipandang sebagai repre-
sentasi mayoritas Hindu.

Menurut Klandermans (2014), mobilisasi
identitas menjadi alat politik ketika kelompok
merasa identitas mereka terancam, sehingga
mendorong tindakan kolektif seperti protes,
gerakan kemerdekaan, atau bahkan kekerasan.
Dalam kasus Kashmir, sentimen ini diperkuat
oleh kebijakan militerisasi dan pembatasan
kebebasan beragama, yang memicu perlawanan
berbasis identitas untuk menuntut pengakuan,
otonomi, atau bahkan pemisahan diri. Teori
Politik Identitas juga menyoroti peran aktor ek-
sternal, seperti organisasi politik atau kelompok
militan, dalam memobilisasi identitas untuk
memperkuat dukungan terhadap perjuangan
mereka. Kelompok-kelompok seperti Hizbul
Mujahideen atau Jammu Kashmir Liberation
Front memanfaatkan narasi identitas Muslim
Kashmir untuk memperoleh legitimasi dan
dukungan masyarakat. Selain itu, teori ini
menekankan pentingnya dialog inklusif yang
mengakui identitas kelompok minoritas untuk
meredakan konflik (Tajfel & Turner, 1979).

Tanpa pengakuan terhadap identitas etno-
religius masyarakat Kashmir, upaya penyele-
saian konflik yang hanya berfokus pada aspek
teritorial atau keamanan cenderung gagal.
Dengan demikian, Teori Politik Identitas mem-
berikan kerangka yang relevan untuk menga-
nalisis dinamika konflik Kashmir, di mana mo-
bilisasi identitas etno-religius menjadi pen-
dorong utama perlawanan masyarakat terhadap
negara. Teori ini melengkapi PSC dan Relative
Deprivation dengan menyoroti bagaimana iden-
titas kolektif dimanfaatkan secara strategis da-
lam konflik politik, serta pentingnya pengakuan
identitas sebagai bagian dari solusi damai.
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B. Teori Protracted Social Conflict (PSC) -
Edward Azar

Protracted Social Conflict Theory (PSC) atau
Teori Konflik Sosial Berkepanjangan dikem-
bangkan oleh Edward Azar pada tahun 1990.
Azar (1990) menjelaskan bahwa konflik yang
berlangsung dalam jangka panjang di negara
berkembang sering kali berakar pada kegagalan
negara dalam memenuhi kebutuhan dasar kolek-
tif kelompok identitas, seperti pengakuan, kea-
manan, partisipasi politik, dan otonomi budaya.
Dalam sengketa perbatasan wilayah Kashmir,
konflik ini tidak hanya menyangkut sengketa
teritorial, tetapi juga mencerminkan bentuk pe-
nolakan terhadap identitas etno-religius masya-
rakat Muslim Kashmir oleh negara. Negara di-
anggap tidak menyediakan ruang yang memadai
untuk mengekspresikan identitas kultural dan
keagamaan komunitas tersebut, yang pada akhir-
nya mendorong perlawanan dan memperpanjang
konflik. Ketika negara tidak mampu mengakui
identitas etno-religius suatu kelompok dan men-
distribusikan sumber daya serta kekuasaan seca-
ra adil, ketegangan menjadi sulit dihindari dan
konflik pun terus berlanjut (Ganguly, 1997).

Azar juga menyoroti sejumlah faktor yang
memperburuk konflik, seperti intervensi pihak
ketiga, ketidakstabilan politik, dan ketidakadilan
sosial. Dalam kasus Kashmir, intervensi militer
dan kebijakan pemerintah yang represif terhadap
gerakan prokemerdekaan semakin memper-
dalam rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan di
kalangan masyarakat. Selain itu, ketidakmam-
puan pemerintah untuk menciptakan dialog yang
konstruktif dengan kelompok-kelompok yang
terpinggirkan juga berkontribusi pada berlanjut-
nya konflik. Teori PSC juga menyoroti pent-
ingnya pendekatan multidimensional dalam me-
nyelesaikan konflik (Azar, 1990). Penyelesaian
yang hanya berfokus pada aspek militer atau ter-
itorial tidak akan cukup untuk mengatasi akar
penyebab konflik. Sebaliknya, diperlukan upaya
untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok
identitas, seperti pengakuan, partisipasi, dan
otonomi (Ganguly, 1997). Dalam hal ini, men-
ciptakan ruang bagi masyarakat Muslim Kash-
mir untuk mengekspresikan identitas mereka,
serta melibatkan mereka dalam proses pengam-
bilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan
mereka menjadi langkah penting yang dapat dil-
akukan. Dengan demikian, teori Protracted

Social Conflict memberikan kerangka konsep-
tual yang relevan untuk menganalisis dan me-
mahami konflik berkepanjangan di Kashmir. Te-
ori ini menekankan bahwa untuk mencapai
perdamaian yang berkelanjutan, penting untuk
memenuhi kebutuhan dan aspirasi kelompok
yang terpinggirkan, serta menciptakan kondisi
yang memungkinkan dialog dan rekonsiliasi.

C. Teori Relative Deprivation - Ted Robert
Gurr

Teori Relative deprivation merujuk pada
ketimpangan antara harapan suatu kelompok dan
kenyataan sosial-politik yang dialami masyara-
kat. Menurut Gurr (1970), konflik kolektif dapat
timbul ketika terdapat kesenjangan antara hara-
pan kelompok dan realitas yang mereka alami.
Dalam pengembangan teorinya, Gurr (1993)
menekankan bahwa frustrasi kolektif tidak ha-
nya disebabkan oleh kekurangan material, tetapi
juga oleh diskriminasi simbolik, marginalisasi
budaya, dan penolakan terhadap identitas sosial.
Di Kashmir, perbedaan antara harapan masyara-
kat Muslim untuk mendapatkan pengakuan iden-
titas, kebebasan beragama, dan keterlibatan da-
lam politik, dengan kenyataan yang dipenuhi
oleh militerisasi dan penindasan negara, mem-
perburuk konflik identitas yang ada. Gurr juga
mengemukakan bahwa ketika kelompok merasa
terancam dan terpinggirkan, mereka cenderung
mengembangkan rasa solidaritas yang lebih kuat
di antara anggota kelompok tersebut, yang pada
gilirannya dapat memicu tindakan kolektif untuk
memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam kon-
teks konflik Kashmir, tindakan protes dan gera-
kan kemerdekaan yang dilakukan oleh masyara-
kat Muslim dapat dilihat sebagai respons terha-
dap perasaan terpinggirkan dan penolakan iden-
titas yang mereka alami (Gurr, 1993). Dengan
demikian, teori frustrasi kolektif Gurr mem-
berikan kerangka yang relevan untuk memahami
konflik di Kashmir, di mana harapan masyarakat
Muslim yang tidak terpenuhi berkontribusi pada
ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan.

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kua-
litatif dengan desain studi kepustakaan (library
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research) untuk menganalisis konflik identitas
dalam sengketa wilayah Kashmir. Pendekatan
ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
menggali berbagai sumber literatur guna me-
mahami dinamika sosial-politik yang kompleks
dan bersifat historis. Data yang digunakan ber-
sumber dari literatur akademik seperti buku te-
ori, artikel jurnal, dan studi kasus terdahulu,
serta dokumen institusional dari lembaga inter-
nasional seperti Human Rights Watch, Amnesty
International, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selain itu, digunakan juga sumber sekunder
berupa berita, laporan media kredibel, serta arsip
kebijakan pemerintah India dan Pakistan.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara
mempelajari dokumen-dokumen dan literatur te-
ori untuk melihat relevansi serta penerapan teori
Protracted Social Conflict (Azar, 1990) dan teori
Relative Deprivation (Gurr, 1970, 1993).

Lebih lanjut, analisis data dilakukan dengan
pendekatan analisis isi dan analisis tematik, yang
membantu untuk mengidentifikasi pola cerita
dan tema-tema penting, seperti penolakan iden-
titas, nasionalisme mayoritas, penindasan poli-
tik, dan dinamika regional dalam konflik Kash-
mir. Data yang diperoleh kemudian disusun da-
lam kerangka teori yang digunakan untuk men-
jelaskan akar dan karakter konflik secara kon-
septual.

5. Pembahasan

A. Identitas Keagamaan dan Nasional Dalam
Konflik Kashmir

Berdasarkan kajian dari berbagai sumber,
sengketa antara India dan Pakistan di wilayah
Kashmir sudah terjadi sangatlah lama, jika kon-
flik ini sudah terjadi sejak 1947 berarti sudah
sekitar 7 dekade (Khoiriyah & Devi, 2024). ka-
rena menjadi konflik yang sangat panjang di
Asia Selatan. Konflik ini tidak hanya mengenai
perebutan wilayah semata melainkan ada hal
yang lebih kompleks yaitu politik identitas, khu-
susnya agama dan nasionalisme (Nadhirah,
2023).

Ketegangan yang terjadi di Kashmir juga
dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap
represif oleh sebagaian penduduk Kashmir. Ke-
bijakan ini semakin memperkuat identitas kolek-

tif masyarakat Kashmir sebagai kelompok yang
tertindas, sehingga mempertajam konfflik iden-
titas dan menimbulkan perlawanan di kalangan
masyarakat Kashmir yang protese ingin merdeka
dan menentukan nasibnya sendiri (Amelia,
2023).

Karena konflik yang terjadi sudah sangat
lama menyebabkan krisis identitas di kalangan
masyarakat Kashmir. Beberapa atau aspirasi
ingin merdeka yang dilakukan masyarakat Kash-
mir membuat konflik lebih memanas yang
berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia,
seperti penahanan masal, kekerasan dan juga
pembatasan akses informasi. Protes dan demos-
ntrasi itu terjadi sebagai bentuk perlawanan ter-
hadap kebijakan represif pemerintah India.
Faktor agama sangatlah menjadi faktor penting
dalam konflik di wilayah Kashmir antara India
dan Pakistan (Asese, 2024). Mayoritas pendu-
duk di Jammu Kashmir adalah muslim sehingga
Pakistan memanfaatkan identitas Islam untuk
memperkuat klaimnya bahwa wilayah Kashmir
seharusnya masuk kedalam teritorial Pakistan.
Namun, India secara tegas menyatakan bahwa
wilayah Kashmir adalah bagian dari negaranya
terlepas dari komposisi agama mayoritas pendu-
duk (Rosdiana, 2020).

Ketegangan ini menimbulkan krisis identitas
di kalangan masyarakat kashmir sendiri yang
merasa terhimpit diantara dua negara besar yang
saling bersaing memperebutkan legitimasi atas
identitas mereka. Konflik di wilayah Kashmir
tidak hanya sekedar masalah perbatasan namun,
semakin berkembang menjadi isu identitas yang
sangat kuat. Di India, di bawah kepemimpinan
Narendra Modi, pemerintah India semakin men-
guatkan narasi Nasionalisme Hindu dan men-
jadikan Kashmir sebagai “The Other” atau (yang
berbeda) dalam pembentukan identitas India
yang baru (Khalik, 2021). Sedangkan Pakistan
menggunakan Identitas Islam sebagai alat untuk
mencari dukungan kepada Internasional dan do-
mestik terhadap aspirasi masyarakat Kashmir
untuk memperjuangkan hak nya. Kedua negara
saling bersaing untuk memperkuat identitas
kolektif mereka melalui konflik ini, sehingga
membuat konflik semakin runcing dan mem-
perumit upaya penyelesaian damai. Melalui per-
spektif politik identitas konflik ini memperlihat-
kan bagaimana agama dan nasionalisme diguna-
kan sebagai alat mobilisasi massa (Asese, 2024).
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Jutaan penduduk Kashmir yang telah hidup lama
dalam ketidakpastian, di bawah tekanan militer,
pembatasan ases informasi dan pelanggaran hak
asasi manusia yang serius membuat Kashmir
mengalami  krisis kemanusiaan (Hutauruk,
Rosyidin, & Paramasatya, 2022). Banyak warga
sipil yang mengalami kekerasan dari pihak mili-
ter maupun kelompok bersenjata. Selain itu hasil
dari konflik ini melahirkan gelombang pengung-
si yang datang dari internal maupun eksternal
yang semakin memperburuk situasi sosial dan
ekonomi di kawasan perbatasan (Ayunda & Y,
2016). Krisis kemanusian ini menjadi contoh
nyata bahwa konflik yang di dasari oleh konflik
identitas tidak hanya berdampak pada politik na-
mun juga berdampak pada kehidupan masyara-
kat sehari-hari (Amalia, 2023).

B. Konflik Kashmir dalam Perspektif Teori
Politik Identitas

Konflik Kashmir merupakan salah satu
sengketa wilayah paling kompleks di Asia Se-
latan, yang dapat dianalisis melalui teori politik
identitas untuk memahami mengapa konflik ini
sulit diselesaikan. Teori politik identitas mene-
kankan bahwa identitas kolektif menjadi alat
mobilisasi politik yang memperkuat polarisasi
dan menghambat resolusi damai (Fearon &
Laitin, 2000). Dalam konteks Kashmir, dina-
mika identitas tidak hanya memicu ketegangan,
tetapi juga menciptakan kebuntuan struktural
yang memperpanjang konflik.

Teori politik identitas menunjukkan bahwa
konflik berbasis identitas cenderung berkepan-
jangan karena melibatkan “kredibilitas komit-
men” (Fearon, 1995). Dalam kasus Kashmir,
pihak-pihak yang terlibat, termasuk India, Paki-
stan, dan kelompokkelompok di Kashmir, eng-
gan berkompromi karena khawatir dianggap
lemah oleh konstituen domestik mereka. Kete-
gangan ini diperparah oleh ketidakpercayaan
yang mendalam, yang membuat upaya mediasi,
seperti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa
pada 1948, tidak efektif. Politik identitas men-
ciptakan narasi yang saling bertentangan, di
mana setiap pihak memandang Kashmir sebagai
simbol eksistensi mereka, sehingga negosiasi
menjadi sulit (Horowitz, 1985).

Politik identitas juga memengaruhi aktor non-
negara, seperti kelompok militan dan masyara-

kat sipil di Kashmir. Kelompok-kelompok ini
memanfaatkan identitas kolektif untuk memobi-
lisasi dukungan, sering kali melalui protes atau
kekerasan, yang memicu respons militer dari
pihak berwenang. Menurut Staniland (2014), si-
klus kekerasan ini memperdalam alienasi ma-
syarakat lokal dan memperkuat narasi identitas
yang bertentangan dengan kekuatan dominan.
Pendekatan militer, seperti operasi keamanan
skala besar, sering kali gagal meredakan ketega-
ngan karena tidak mengatasi akar identitas dari
konflik.

Dalam perspektif teori politik identitas, pe-
nyelesaian konflik Kashmir memerlukan pen-
dekatan yang mengakui kompleksitas identitas
kolektif tanpa memicu eskalasi lebih lanjut. Gurr
(2000) menyarankan bahwa resolusi konflik ber-
basis identitas membutuhkan dialog inklusif
yang melibatkan semua pemangku kepentingan,
termasuk masyarakat Kashmir. Namun, ketid-
akpercayaan yang telah tertanam selama dekade
menjadi hambatan utama. Kriesberg (2007)
menegaskan bahwa dialog harus dirancang un-
tuk mengurangi polarisasi identitas dan mem-
bangun kepercayaan, meskipun hal ini memer-
lukan waktu dan komitmen politik yang signif-
ikan.

C. Agama dan Nasionalisme Sebagai Pemicu
& Penguat Konflik

India dan Pakistan sedang dalam konflik atas
wilayah Kashmir, yang merupakan salah satu
konflik terlama dan paling kompleks di dunia
kontemporer. Klaim teritorial bukan satu-satu-
nya faktor yang menyebabkan masalah ini faktor
ideologis seperti nasionalisme dan agama juga
berperan. Sejak India dan Pakistan terpisah pada
tahun 1947, konflik di wilayah Jammu dan
Kashmir telah mencerminkan perbedaan pen-
dapat politik di dua negara tersebut. Pakistan,
negara Islam, mengklaim Kashmir karena kesa-
maan agama karena mayoritas penduduknya
Muslim. India, sebuah negara multikultural
sekuler, mempertahankan kedaulatan dan integ-
ritas teritorial.

Menurut Zubair, Nacem, dan Fatima (2022),
agama telah dijadikan alat legitimasi oleh Paki-
stan dalam memperkuat klaimnya atas Kashmir.
Identitas keagamaan masyarakat Kashmir tidak
hanya digunakan sebagai argumen politik, tetapi
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juga sebagai sarana mobilisasi dukungan domes-
tik dan internasional. Pakistan mengemas kon-
flik ini sebagai bagian dari perjuangan umat Is-
lam melawan penjajahan dan penindasan.
Dengan menggunakan simbol-simbol Islam, Pa-
kistan berupaya membangun narasi bahwa
Kashmir seharusnya menjadi bagian dari wila-
yahnya karena persamaan keyakinan. Narasi ini
diperkuat dengan dukungan dari kelompok Is-
lamis di wilayah tersebut, termasuk gerakan-
gerakan separatis yang mengangkat panji agama
dalam perjuangannya.

Sebaliknya, India menolak pendekatan yang
berbasis agama dan menganggap integrasi Kash-
mir sebagai bagian penting dari upaya nasional-
isme sipil yang menekankan kesatuan dalam
keragaman. Pemerintah India menganggap gera-
kan separatis yang berbasis identitas keagamaan
sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan
prinsip sekularisme. Di mata India, memper-
tahankan Kashmir bukan hanya mempertahan-
kan wilayah, tetapi juga menunjukkan bahwa
negara sekuler dapat menerima berbagai etnis
dan agama dalam kerangka politik yang konsis-
ten.

Situasi ini membuat nasionalisme di kedua
negara berkembang sebagai narasi yang saling
bertolak belakang dan saling menegasikan. Na-
sionalisme India berakar pada ide tentang per-
satuan nasional yang melampaui identitas aga-
ma, sedangkan nasionalisme Pakistan cenderung
memperkuat identitas Islam sebagai basis legiti-
masi negara. Dalam hal ini, seperti yang dijelas-
kan oleh Sreevatsa (2022), “nasionalisme dan
agama saling menyatu dalam konflik ini, men-
ciptakan ketegangan ideologis yang mengakar
dan sulit diselesaikan melalui negosiasi konven-
sional.” Ketegangan ini menjelma menjadi po-
larisasi identitas yang tidak hanya terjadi di ting-
kat elite, tetapi juga meresap ke dalam masyara-
kat di kedua negara.

Nasionalisme dan agama merupakan simbol
ideologis yang kuat sekaligus alat politik yang
efektif dalam konteks konflik Kashmir. Di Paki-
stan, narasi dukungan terhadap Kashmir sering
dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas Is-
lam dan mengalihkan perhatian publik dari isu-
isu domestik, seperti ketidakstabilan ekonomi
atau politik (Ahmed, 2017). Sementara itu, di In-
dia, retorika nasionalisme digunakan untuk men-
dukung agenda partai politik yang berkuasa,

terutama saat ketegangan meningkat di wilayah
perbatasan atau terjadi serangan yang dikaitkan
dengan kelompok separatis Kashmir (Bose,
2021). Kedua negara memanfaatkan narasi ide-
ologis ini untuk memperkuat dukungan politik
dan memobilisasi basis massa mereka.

Agama dan nasionalisme bukan hanya me-
nyebabkan perselisihan, tetapi juga memperpan-
jang dan memperdalamnya. Setiap peristiwa
yang melibatkan kekerasan, invasi militer, atau
tindakan represif hanya memperkuat narasi yang
sudah ada. Selain itu, konflik Kashmir telah
berkembang menjadi konflik ideologis yang su-
lit diselesaikan hanya melalui diplomasi atau
perjanjian damai konvensional karena menyen-
tuh elemen penting dari identitas nasional kedua
negara. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian
konflik memerlukan rekonstruksi narasi yang
lebih inklusif dan percakapan lintas identitas
yang sungguh-sungguh. Konflik Kashmir akan
tetap menjadi bom waktu yang mengancam sta-
bilitas Asia Selatan jika tidak ada upaya untuk
meredam penggunaan agama dan nasionalisme
sebagai alat politik.

D. Dampak Konflik Identitas Terhadap Sta-
bilitas Kawasan Asia Selatan

Dampak konflik identitas di Kashmir tidak
hanya berdampak pada hubungan bilateral an-
tara India dan Pakistan, tetapi juga memengaruhi
stabilitas di kawasan Asia Selatan. Kedua
negara, yang keduanya memiliki senjata nuklir,
terus memperkuat kekuatan militer mereka,
meningkatkan risiko konflik terbuka. Menurut
laporan Stockholm International Peace Research
Institute (SIPRI, 2023), India dan Pakistan
masingmasing mengalokasikan sekitar 2,8% dan
4,0% dari PDB mereka untuk belanja militer
pada 2022, dengan fokus pada modernisasi sen-
jata nuklir dan konvensional. Upaya perdamaian
dan mediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB
No. 47 tahun 1948, belum menghasilkan solusi
yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, politik
identitas yang terus dipelihara oleh kedua belah
pihak semakin memperburuk situasi, mengham-
bat upaya damai karena perbedaan kepentingan
yang mendalam. Sengketa Kashmir menjadi
simbol “perang sebangsa beda agama” yang
terus berlangsung dan menjadi ujian bagi
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perdamaian di Asia Selatan (Khairunnisa, 2021).
Konflik ini juga memengaruhi dinamika re-
gional, dengan keterlibatan tidak langsung
China melalui China-Pakistan Economic Corri-
dor (CPEC) dan Bangladesh melalui dukungan
diplomatik, yang menambah kompleksitas
kepentingan strategis (Malik, 2022).

Konflik antara India dan Pakistan tidak hanya
mengganggu stabilitas kawasan Asia Selatan,
tetapi juga memiliki implikasi global, termasuk
bagi Indonesia. India dan Pakistan merupakan
mitra dagang penting dalam sektor energi, per-
tanian, dan manufaktur. Ketegangan di Kashmir
dapat mengganggu rantai pasokan global, seperti
ekspor minyak sawit Indonesia yang mencapai
2,1 juta ton ke India pada 2023 (Badan Pusat
Statistik, 2024). Ketegangan ini juga memicu
volatilitas harga komoditas, dengan harga batu
bara global naik 12% selama eskalasi 2019
(World Bank, 2020). Hal ini berpotensi
menurunkan permintaan ekspor Indonesia dan
memicu inflasi serta ketidakpastian di pasar
global. Selain itu, eskalasi konflik dapat men-
dorong penarikan investasi asing dari kawasan
Asia Selatan, yang berdampak pada ekonomi
negara berkembang seperti Indonesia (Chalil &
Barus, 2018).

Kedua negara, India dan Pakistan, memiliki
senjata nuklir, sehingga setiap eskalasi konflik
memicu krisis keamanan serius. Karena saling
tidak percaya, keduanya terus meningkatkan
kekuatan militer, baik konvensional maupun
nuklir, menjadikan Asia Selatan salah satu ka-
wasan paling berbahaya di dunia. Laporan Fed-
eration of American Scientists (2023) mem-
perkirakan bahwa India memiliki sekitar 164
hulu ledak nuklir dan Pakistan sekitar 170,
meningkatkan risiko perang nuklir. Konflik ini
juga memicu persaingan antara kekuatan besar
seperti China, yang mendukung Pakistan me-
lalui CPEC, dan Amerika Serikat, yang memper-
tahankan aliansi strategis dengan India (Panda,
2023). Oleh karena itu, konflik Kashmir bukan
hanya isu regional, tetapi juga titik rawan kea-
manan global.

Dari perspektif ekonomi, konflik di Kashmir
berdampak pada biaya logistik dan inflasi di ka-
wasan. Gangguan pada jalur perdagangan pent-
ing, seperti pelabuhan Karachi dan proyek
CPEC, menaikkan harga bahan baku hingga
15% selama eskalasi 2019 (Asian Development

Bank, 2020). Ketidakstabilan politik juga mem-
icu volatilitas di pasar keuangan, yang dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi di negara
berkembang, termasuk Indonesia. Konflik Kash-
mir, yang telah berlangsung selama tujuh dek-
ade, menyebabkan bentrokan berulang di per-
batasan, munculnya kelompok militan, dan aksi
saling balas militer. Misalnya, pada 2016, pem-
bunuhan pemimpin militan Burhan Wani mem-
icu protes besar yang menewaskan lebih dari 90
orang (Human Rights Watch, 2017). Pada 2019,
serangan bom bunuh diri di Pulwama yang me-
newaskan 40 personel CRPF memprovokasi se-
rangan udara India ke Pakistan, diikuti oleh
penembakan pesawat tempur India oleh Pakistan
(BBC News, 2019). Situasi ini menciptakan
ketidakamanan di kawasan dan memicu konflik
tambahan.

Kawasan Asia Selatan dikatakan sulit maju
dan rawan konflik, salah satunya karena
sengketa Kashmir. Konflik ini menghambat
kerja sama regional melalui South Asian Asso-
ciation for Regional Cooperation (SAARC),
dengan India dan Pakistan sering memveto
keputusan penting. Data SAARC Secretariat
(2022) menunjukkan bahwa perdagangan intra-
regional hanya mencapai 5% dari total
perdagangan anggota SAARC, jauh di bawah
ASEAN yang mencapai 25%. Hal ini mengham-
bat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan
di Asia Selatan.

E. Konflik Kashmir dari Perspektif Teori
PSC dan Teori Relative Deprivation

Konflik Kashmir merupakan salah satu kon-
flik paling kompleks dan berkepanjangan di
Asia Selatan, melibatkan India, Pakistan, dan
komunitas Kashmir. Konflik ini tidak hanya be-
rakar pada sengketa wilayah, tetapi juga di-
perkuat oleh ketegangan identitas berbasis
agama dan nasionalisme. Untuk memahami akar
dan dinamika konflik ini secara lebih mendalam,
analisis dapat dilakukan menggunakan dua teori
utama, yakni Protracted Social Conflict (PSC)
dari Edward Azar dan Relative Deprivation dari
Ted Robert Gurr. Teori PSC menjelaskan bahwa
konflik berkepanjangan disebabkan oleh kom-
binasi dari deprivasi kebutuhan dasar, kegagalan
tata kelola, konflik identitas kelompok, dan
keterlibatan aktor eksternal. Sementara itu, teori
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Relative Deprivation menyoroti bahwa kesen-
jangan antara harapan kelompok dan realitas
yang mereka alami menciptakan frustrasi kolek-
tif yang dapat berujung pada kekerasan.

Dalam konteks Kashmir, identitas agama
menjadi pemicu utama konflik. Mayoritas
penduduk Muslim di Jammu dan Kashmir me-
rasa semakin terasing dalam sistem politik India,
terutama sejak munculnya kebijakan nasional-
isme Hindu yang dipromosikan oleh Partai Bha-
ratiya Janata Party (BJP). Salah satu titik balik
signifikan terjadi pada tahun 2019, saat peme-
rintah India mencabut Pasal 370 Konstitusi,
yang sebelumnya memberikan status otonomi
khusus bagi Jammu dan Kashmir. Pencabutan
ini memicu protes besar-besaran dan pening-
katan kekerasan sebesar 22% pada tahun beri-
kutnya, dengan 279 insiden terorisme tercatat
sepanjang 2020 (South Asia Terrorism Portal,
2021). Di sisi lain, Pakistan terus memanfaatkan
narasi solidaritas Islam untuk membangun duku-
ngan domestik terhadap isu Kashmir. Sebanyak
68% warga Pakistan menyatakan dukungan kuat
terhadap perjuangan rakyat Kashmir, dan isu ini
kerap digunakan oleh pemerintah sebagai alat
untuk mengalihkan perhatian publik dari masa-
lah domestik di Pakistan itu sendiri, misalnya
seperti inflasi yang mencapai 29,2% pada tahun
2023 (Gallup Pakistan, 2022; Trading Econom-
ics, 2023).

Faktor deprivasi kebutuhan dasar juga sangat
mencolok. Tingkat pengangguran di Jammu dan
Kashmir mencapai 21,4% pada tahun 2020, jauh
di atas rata-rata nasional India sebesar 7,1%
(Centre for Monitoring Indian Economy, 2021).
Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga
tertinggal; hanya 58% anak usia sekolah
mendapatkan pendidikan berkualitas dan hanya
terdapat 0,3 dokter per 1.000 penduduk, diban-
dingkan dengan rata-rata nasional India 0,7
(UNICEF India, 2023; World Health Organiza-
tion, 2022). Minimnya investasi pusat terlihat
dari alokasi anggaran hanya sebesar 12% untuk
wilayah tersebut pada 2022 (Government of In-
dia, 2022). Kondisi ini memperparah perasaan
frustasi di kalangan masyarakat, khususnya gen-
erasi muda, yang kemudian menjadi target pere-
krutan kelompok militan seperti Hizbul Mujahi-
deen.

Kegagalan tata kelola juga menjadi faktor
kunci dalam berlarutnya konflik. Selain penca-

butan otonomi, penindasan politik menjadi ba-
gian dari pendekatan keamanan India. Lebih dari
2.000 warga Kashmir ditahan tanpa dakwaan
berdasarkan Public Safety Act selama tahun
2020 (Amnesty International, 2021), dan tokoh
politik seperti Mehbooba Mufti ditahan lebih
dari setahun tanpa pengadilan (The Guardian,
2020). Di tingkat internasional, Resolusi Dewan
Keamanan PBB No. 47 tahun 1948 yang me-
nyerukan pelaksanaan plebisit gagal dijalankan
karena veto dan tarik-menarik antara India dan
Pakistan (United Nations, 1948). Kegagalan ini
menunjukkan kebuntuan institusi internasional
dalam menyelesaikan konflik tersebut secara
adil dan efektif.

Konflik ini juga diperumit oleh keterlibatan
aktor eksternal. China, melalui proyek China-
Pakistan Economic Corridor (CPEC), mengin-
vestasikan lebih dari $62 miliar, termasuk infra-
struktur di wilayah Gilgit-Baltistan yang diklaim
India (Malik, 2022). Di sisi lain, Amerika Seri-
kat sebagai mitra strategis India memberikan
bantuan militer senilai $3,5 miliar pada 2022
(U.S. Department of State, 2022). Dukungan
dari Turki dan Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI) dalam bentuk pernyataan politik turut
memperkeruh situasi (Al Jazeera, 2023). Keterli-
batan aktor eksternal memperpanjang konflik
dengan menjadikannya bagian dari arena per-
saingan geopolitik regional dan global.

Teori Relative Deprivation memperjelas akar
kekerasan sebagai akibat dari kesenjangan an-
tara ekspektasi dan realitas. Masyarakat Kash-
mir berharap pada pemenuhan janji otonomi
politik sebagaimana tercantum dalam Resolusi
PBB No. 47, tetapi yang mereka alami justru
pengetatan kontrol militer, pelanggaran HAM,
dan keterbatasan hak-hak sipil. Kekecewaan ini
terlihat nyata dalam demonstrasi massal, seperti
yang terjadi setelah pembunuhan Burhan Wani
pada 2016, yang menewaskan lebih dari 90
orang dan melukai lebih dari 15.000 (Human
Rights Watch, 2017). Rasa frustasi tersebut juga
melahirkan kekerasan ekstrem, seperti serangan
militan di Pulwama tahun 2019 yang me-
newaskan 40 personel India dan memicu eska-
lasi militer lintas batas (BBC News, 2019).
Menurut International Crisis Group, lebih dari
3.000 militan lintas batas aktif pada 2019, seba-
gian besar termotivasi oleh ketidakadilan struk-
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tural dan ideologi jihad (International Crisis
Group, 2020).

Politik identitas semakin memperkuat rasa
frustasi kolektif. Di India, retorika nasionalisme
Hindu menciptakan alienasi terhadap Muslim
Kashmir, dengan 62% warga Kashmir mengaku
mengalami diskriminasi berbasis agama (Kash-
mir Observer, 2020). Di Pakistan, narasi jihad
dan simbolisasi perjuangan Kashmir dipakai un-
tuk menggalang dukungan domestik maupun in-
ternasional. Sementara itu, kebijakan keamanan
India seperti Operasi All-Out menyebabkan
lebih dari 1.200 warga sipil tewas antara 2016
dan 2020 (Amnesty International, 2021), dan
pembatasan internet selama 552 hari antara
Agustus 2019 hingga Februari 2021 men-
imbulkan kerugian ekonomi hingga $2,4 miliar
(Kashmir Chamber of Commerce, 2021).

Dampak dari konflik ini meluas ke tingkat re-
gional dan global. Ketegangan antara India dan
Pakistan menghambat efektivitas organisasi ka-
wasan seperti South Asian Association for Re-
gional Cooperation (SAARC), dengan perdaga-
ngan intra-regional hanya 5%, jauh di bawah
ASEAN yang mencapai 25% (SAARC Secretar-
iat, 2022). Veto berulang dari kedua negara
membuat kerja sama multilateral menjadi stag-
nan. Konflik juga membawa risiko serius dalam
bidang keamanan global, mengingat keduanya
adalah negara pemilik senjata nuklir, masing-
masing dengan 164 (India) dan 170 (Pakistan)
hulu ledak (Federation of American Scientists,
2023). Secara ekonomi, konflik memicu gang-
guan terhadap rantai pasokan dan perdagangan
internasional. Eskalasi 2019 menyebabkan ke-
naikan harga batu bara global sebesar 12%
(World Bank, 2020), memengaruhi negara
berkembang seperti Indonesia yang tergantung
pada impor energi. Ekspor minyak sawit Indone-
sia ke India sebesar 2,1 juta ton pada 2023 turut
terdampak ketegangan bilateral (Badan Pusat
Statistik, 2024). Jalur perdagangan utama seperti
pelabuhan Karachi dan proyek CPEC men-
galami gangguan, menaikkan harga bahan baku
hingga 15% pada 2019 (Asian Development
Bank, 2020).

Dengan demikian, kombinasi antara teori
PSC dan Relative Deprivation menunjukkan
bahwa konflik Kashmir tidak hanya merupakan
persoalan teritorial, tetapi konflik struktural
yang berakar pada ketidakadilan ekonomi,

politik identitas, dan kegagalan institusi lokal
maupun internasional. Solusi jangka panjang
perlu mencakup upaya komprehensif, seperti
peningkatan akses pendidikan dan lapangan
kerja di wilayah Kashmir untuk mengurangi
deprivasi ekonomi, serta reformasi kebijakan
untuk mengakhiri marginalisasi identitas. Dialog
inklusif antar komunitas dan negara, yang dime-
diasi oleh aktor netral seperti Norwegia atau
Swiss, dapat membantu meredam dampak poli-
tik identitas dan mengurangi campur tangan
aktor eksternal yang bersifat kompetitif. Hanya
melalui pendekatan multilevel yang menginte-
grasikan dimensi ekonomi, sosial, dan geopoli-
tik, perdamaian berkelanjutan di Asia Selatan
dapat dicapai.

6. Kesimpulan

Konflik Kashmir bukan hanya soal perebutan
wilayah antara India dan Pakistan, melainkan
menunjukkan konflik identitas yang lebih da-
lam, yang menyangkut agama, nasionalisme,
dan pengakuan terhadap eksistensi komunitas.
Sengketa yang telah berlangsung sejak 1947 ini
tidak hanya memperlihatkan ketegangan geo-
politik, tetapi juga menunjukkan bagaimana
identitas kolektif masyarakat, terutama komuni-
tas Muslim di Kashmir, dimobilisasi untuk
memperjuangkan hak dan pengakuan politik
mereka.

Kebijakan India yang mencabut otonomi khu-
sus wilayah Jammu dan Kashmir pada tahun
2019 justru memperkuat perasaan terpinggirkan
di kalangan masyarakat lokal, memicu perla-
wanan yang didasarkan pada identitas keaga-
maan dan nasionalisme. Di sisi lain, Pakistan
memanfaatkan kesamaan agama untuk mem-
perkuat klaimnya terhadap wilayah tersebut,
yang pada akhirnya memperbesar polarisasi an-
tara kedua negara. Pendekatan kekerasan, mili-
terisasi, dan penolakan terhadap dialog inklusif
hanya memperpanjang penderitaan warga sipil
dan menghambat solusi damai. Konflik ini telah
menimbulkan pelanggaran HAM, krisis keman-
usiaan, serta ketegangan di kawasan Asia Se-
latan yang meluas hingga berdampak pada sta-
bilitas regional dan ekonomi global.

Melalui perspektif politik identitas, terlihat
bahwa solusi jangka panjang terhadap konflik
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Kashmir membutuhkan pengakuan terhadap
identitas masyarakat lokal, pembukaan ruang di-
alog yang setara, dan keterlibatan aktor-aktor
dari kedua belah pihak secara terbuka dan jujur.
Tanpa langkah-langkah tersebut, konflik Kash-
mir akan tetap menjadi konflik sejarah yang be-
lum terselesaikan dan terus menjadi sumber
ketegangan yang membahayakan stabilitas Ka-
wasan.
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